
BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 45 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI 

KABUPATEN WAKATOBI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat 
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana 
Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat 
di Kabupaten Wakatobi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wakatobi; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Proinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik 
Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambagan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817) ;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) ;  

10 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 

1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATVRAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI 
KABUPATEN WAKATOBI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD 
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah 
pada umumnya. 

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLVD yang selanjutnya disingkat 
PPKBLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 
bisnis yang sehat, untuk menigkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualiaan dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Wakatobi untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya 
disebut Renstra-BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun 
yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLVD dengan 
mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja menggunakan 
teknik analisis bisnis. 
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1 1 .  Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun 
dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan 
anggaran SKPD. 

12. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan. 

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh anggaran sebagian 
atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). 

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakukan oleh 1 (satu) 
atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa tau kesemua jenis sumber daya terse but. 

15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
strategis dari tujuan program dan kebijakan. 

16. Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program 
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA BLUD 

Pasal 2 

(1) Renstra BLUD Tahun 2023-2028 merupakan penjabaran dari 
RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 
2021-2026. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD. 

(3) Renstra BLUD di susun dengan Sistematika sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

BABIV TUJUAN DAN SASARAN 

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BABVI RENCANA INDIKATOR KINERJA DAN 

PROGRAM 
PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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Pasal 3 

(1 )  Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri 
dari: 

a. Puskesmas Wangi-Wangi; dan 

b. Puskesmas Wangi-Wangi Selatan. 

(2) Uraian secara rinci Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal /G- t 0 -  2023 

BUPA WAKATOBI, 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal lb - 10 - 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

NADAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR j 
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